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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana angkutan yang sangat penting dan strategis 

dalam mempelancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan, 

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta mempererat 

hubungan antar bangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin 

meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan

seluruh pelosok tanah air, bahkan dari Luar Negeri.

Di samping itu, transportasi juga berperan penting sebagai penunjang,

pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum

berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-

hasilnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan 

Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam 

pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada 

kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.l)

Jenis-jenis transportasi yang ada bermacam-macam, penelitian ini 

memfokuskan pada transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.

° Redaksi Sinar Grafika, UU Pengangkutan Tahun 1992, Sinar Garfika Offset, Jakarta, 1995, hal 25.

1
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Transportasi lalu lintas dan angkutan jalan memiliki kategori-kategori dalam 

sistim pengangkutan, seperti mobil yang merupakan angkutan lalu lintas yang 

memiliki roda empat (4)/tiga (3) disebut kendaraan bergandeng (Mentor) dan motor 

yang memiliki roda dua.

Hal ini disebabkan pada kapasitas kebutuhan dalam penggunaannya dan 

tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, teratur, nyaman, 

dan effisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sarana angkutan yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini khususnya pada

suatu daerah atau tempat, tidak terbatas hanya pada kendaraan mobil dan bajaj yang

digunakan oleh masyarakat. Mobil digunakan masyarakat dalam pengangkutan 

barang. Namun selain mobil, dapat ditemukan adanya roda kendaraan dua yaitu 

motor, di mana ada perubahan fungsi dari roda dua menjadi roda tiga yang disebut 

oleh masyarakat saat ini dengan nama “mentor (kendaraan bergandeng) ”.

Berdasarkan fungsi, kendaraaan roda dua (motor) bukanlah kendaraan umum, 

tetapi cenderung bersifat pribadi. Saat ini kendaraan beroda dua (motor) seringkali 

dipergunakan sebagai angkutan umum, dengan cara adanya penambahan, teknis pada 

bagian depan motor tersebut yang berguna sebagai angkutan umum seperti mobil atau 

bajaj. Namun dalam hal ini kendaraan roda dua (motor) haruslah mampu memadukan 

roda pengangkutan yang telah disesuaikan secara teknik berdasarkan ketentuan 

peruntukannya, sehingga dapat menjangkau sampai pelosok wilayah daratan. Hal ini 

sesuai dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1992, Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus
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dibuat dan atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan 

peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya, serta wajib memenuhi persyaratan 

teknis dan layak jalan.

Perubahan bentuk dan fungsi kendaraan roda dua menjadi sarana angkutan 

dalam hal merakit kendaraan beroda dua (motor) menjadi kendaraan

yang

umum yang

beroda tiga (kendaraan bergandeng/mentor) sebagai sarana angkutan umum, menarik 

untuk dibahas terutama berkenaan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal

55 Undang-undang No. 14 tahun 1992, yang berbunyi sebagaiberikut:

“Barang siapa memasukan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang 
dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang 
akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 
12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”.2)

Di Baturaja berdasarkan penelitian terdapat kendaraan yang tidak sesuai

dengan peruntukan atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk menuangkan tulisan 

dalam bentuk skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN BERUPA

PERAKITAN KENDARAAN RODA DUA YANG TIDAK SESUAI DENGAN

PERUNTUKANNYA UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 1992 DI

BATURAJA.

Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 5 tahun 1992,
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B. Fokus Studi

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran pada 

perakitan kendaraan bermotor (roda dua) yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya?

2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana 

terhadap pelanggaran perakitan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada berubahnya bentuk dan fungsi

dari kendaraan beroda dua menjadi angkutan umum yang berkaitan dengan landasan

pokok dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan

jalan. Tetapi hal ini, tidak tertutup kemungkinan untuk menyinggung hal-hal yang

berkaitan atau berhubungan dengan kendaraan roda dua dan kendaraan umum

tersebut di Baturaja.
-**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan tulisan ini adalah: 

Menggambarkan penegakan hukum terhadap pelanggaran berupa perakitan 

kendaraan bermotor (roda dua) yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. Menentukan Faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukumnya.

1.
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam pengembangan 

ilmu hukum pidana, pengangkutan khususnya yang berkaitan dengan kendaraan

motor bergandeng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pengemudi

Agar para pengemudi sebagai pemilik menjalankan kendaraannya secara baik

dan benar sesuai prosedur yang berlaku dengan landasan pokok dalam Undang-

undang nomor 14 tahun 1992, serta memahami makna dari UU nomor 14 tahun 1992

dalam bentuk dan fungsi dari kendaraan roda dua tersebut.

b. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah agar menjalankan undang-

undang nomor 14'* tahun 1992 dan diterapkan sesuai keadaan bagi pengemudi

kendaraan motor bergandeng serta penumpang.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka 

dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu mengambil bahan

Untuk



6

data yang bersumber dari kepustakaan dan pendekatan yuridis-empiris yaitu

mengambil data langsung dari lapangan.

2. Jenis dan Sumber data

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui

wawancara dengan nara sumber atau responden yang dianggap mengetahui

permasalahan mengenai perbuatan yang dianggap melanggar dalam merubah

bentuk dari kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis dan pernyataan tertib.

b. Data Sekunder, merupakan data yang didapat melalui penelitian kepustakaan,

dan studi dokumen, dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut

dari literatur-literatur, peratum perundang-undangan, laporan-laporan, dan 

publikasi lainnya, yang berkaitan dengan fokus studi.

3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu wilayah Baturaja, karena di temukan 

pengoperasian perubahan kendaraan roda dua yang yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya.

4. Responden

Yang menjadi responden merupakan keseluruhan subjek penelitian adalah: 

Kepolisian Resot Oku di Baturaja, pengemudi mentor, dan masyarakat pengguna 

mentor. Sementara penelitian dilakukan:
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Secarapurposive sampling, yaitu diketahui lebih dahulu responden:

1. Kepala Kasat Lantas Kepolisian Resot Oku

2. Ketua Persatuan Kendaraan Bergandeng

3. Masyarakat secara acak yaitu:

a. 1 Orang warga masyarakat sebagai pengguna kendaraan bergandeng.

b. 12 Orang pemilik kendaraan bergandeng.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Data primer yaitu data yang ditunjukan berupa penelitian lapangan dengan cara 

interview, kepada responden.

b) Data sekunder diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari:3)

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian skripsi ini

yaitu perundang-undangan yang berlaku saat ini (Undang-Undang nomor 14

tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, yang terdiri dari asas-asas hukum, doktrin, dan hasil-hasil penelitian

Putusan Pengadilan No. 5928/ TL /2007.

3) Soetjono Sockanto. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.32
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3. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder antara lain: literatur, kamus bahasa Indonesia, 

terminologi hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah.

Skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data 

yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data-data yang

dijabarkan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil

penelitian di lapangan dengan mengadakan interview atau wawancara langsung

dengan responden. Kemudian, pembahasan dan penguraian data dan informasi

yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskritif-kualitatif yaitu

analisis terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan 

pokok permasalahan penulisan.4)

4) Ibid.
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